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ABSTRAK 
Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia sehingga dapat 

menghasilkan manfaat bagi desa itu sendiri. Terutama pada bidang Kesehatan yang memiliki komponen 

pemangku kepentingan yang luas serta memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kesejahteraan 

desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kolaborasi pemangku kepentingan untuk 

mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam bidang kesehatan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan interaktif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, dokumentasi, 

dan observasi. Objek penelitian adalah perangkat desa di Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten 

Kediri, Provinsi Jawa Timur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum secara maksimal 

menjalankan perannya dalam melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Kolaborasi pemangku 

kepentingan dalam pengelolaan dana desa pada bidang kesehatan melibatkan aparat pemerintah desa, 

tim pengelola kegiatan dan masyarakat. Mereka berperan positif dalam mewujudkan akuntabilitas desa 

dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang meningkat berkontribusi pada kegiatan 

evaluasi program dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban penggunaan 

dana desa telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014. Selain itu, 

akuntabilitas sosial telah diterapkan dalam berbagai bentuk interaksi yang efektif antara masyarakat 

dengan pemerintah desa. Pemerintah desa sendiri pelu untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia melalui lebih banyak keterlibatan pemangku kepentingan, kegiatan pelatihan serta 

pemberdayaan Masyarakat di Desa Darungan. 

 

Kata kunci: dana desa; kesehatan; kolaborasi 

 

STAKEHOLDER COLLABORATION TO SUPPORT VILLAGE FUND MANAGEMENT 

IN THE HEALTH SECTOR 

 

ABSTRACT 
Low back pain is referred to as the problem of lower back pain. This problem is a type of musculoskeletal 

disorder that can affect everyone. Low back pain is included in acute pain in the lumbar or sacral region 

which may be related to muscle sprains, ligament strains, displaced intervertebral discs, or other 

conditions. This study aims to determine the relationship between physical activity and the risk of low 

back pain in nursing students class XII, XIII and XIV at Sari Mulia University. This type of research is 

descriptive analytic with a cross sectional approach. The sample size in the study was 68 people, 

sampling used simple random sampling. The research instrument used the Global Physical Activity 

Questionnaire (GPAQ) with 16 questions and Nordic musculoskeletal with 28 questions. Statistical test 

analysis uses Spearman Rho. The results showed that physical activity was mostly high (47.1%) and the 

risk of low back pain was low (91.2%). Statistical test results for physical activity with low back pain p 

value 0.313. The conclusion of this study is that there is no relationship between physical activity and 

the risk of low back pain complaints in nursing students class XII, XIII and XIV at Sari Mulia University. 
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PENDAHULUAN 

Landasan hukum Pembangunan desa diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang desa. peraturan ini mengandung visi bahwa fokus pemerintah adalah pada 

pengembangan dan penguatan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

memberikan landasan kebijakan yang ditujukan untuk mendorong inisiatif, pergerakan, dan 

partisipasi Masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan sumber daya desa untuk 

kesejahteraan bersama serta pemerintahan desa yang professional, efisien, efektif, tranparan dan 

akuntabel. Dengan demikian UU desa aini memberi harapan akan terbentuknya pemerintahan 

yang baik (good governance) dan memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat desa 

Rahmaddhana & Sentanu (2020) mengungkapkan dalam pengelolaan dana desa pemerintah 

daerah masih memiliki permasalahan terkait dengan efisiensi perencanaan anggaran, 

penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta akuntabilitas kinerja. Permasalahan lainnya 

adalah kebijakan yang bersifat disinsentif terhadap investasi, otoritas pembuat keputusan, dan 

kurang tanggap dalam pelayanan publik. Serta masih terdapat berbagai permasalahan seperti 

perencanaan program dan pengelolaan anggaran dalam pembangunan desa oleh pemerintah 

desa (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019; Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan, 2020). 

 

Pelaksanaan pembangunan pedesaan seringkali menimbulkan perbedaan antara tujuan dan 

prioritas pembangunan (Sistoet al., 2018). Pembangunan ekonomi desa adalah bagaimana 

memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tujuan kesejahteraan, namun proses akuntabilitas 

pemerintahan desa juga memenuhi syarat dari pemerintah pusat. Saat ini, rata-rata anggaran 

pembangunan desa adalah dua hingga tiga miliar per tahun anggaran (Solikhah & Yulianto, 

2018). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, 

sumber anggaran pembangunan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), dana transfer 

(dana desa, alokasi dana desa, dll) dan pendapatan lainnya. Menurut Rizkita (2016), ada tiga 

jenis pertanggungjawaban pemerintah desa. Pertama adalah akuntabilitas fiscal. Akuntabilitas 

fiskal adalah kontrol dan tanggung jawab pemimpin kepada pemberi tugas atau pihak paralel 

atau horizontal. Indikator akuntabilitas fiskal adalah dokumen laporan pertanggungjawaban 

tahunan pemerintah desa kepada Bupati atau Walikota. Kedua, akuntabilitas sosial. Ini adalah 

kontrol dan tanggung jawab pemimpin terhadap kelompok masyarakat atau kepentingan 

tertentu. Indikator akuntabilitas sosial dapat berupa aturan dan prosedur penyampaian informasi 

kepada publik, seperti tersedianya dokumen tertulis dan informasi publik. Yang terakhir adalah 

akuntabilitas birokrasi. Hal ini merupakan kontrol dan tanggung jawab pimpinan terhadap unsur 

masyarakat, misalnya penyusunan dokumen keuangan setiap periode tertentu (Dura, 2016). 

 

Transparansi dalam mekanisme birokrasi sangat penting dalam proses governance process. 

Seiring dengan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah, namun hal tersebut belum 

diimbangi dengan akuntabilitas (Putra, 2011). Dengan mendesentralisasikan kekuasaan kepada 

pemerintah lokal, entitas lokal akan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih besar 

tentang pelayanan kepada masyarakat pedesaan, dan dapat mengembangkan kebijakan yang 

sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, yang pada gilirannya harus mendorong partisipasi dan 

kerjasama semua pemangku kepentingan lokal (Kelliher et al. .al ., 2014). Menurut (Jung et al., 

2015 dalam zeho et.al, 2020), partisipasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

sistem perencanaan tata kelola nasional dan daerah menjadi lebih umum dan tata kelola 

menganggap partisipasi sebagai kekuatan pendorong yang kuat untuk perencanaan dan 

pembangunan yang efektif. Menurut Hanida et al. (2017), hubungan yang baik antar stakeholder 

memberikan fungsi sebagai mitra dan rekan kerja satuan kerja pemerintah daerah di tingkat 

kabupaten, termasuk pemerintah desa. Pembelajaran dari kolaborasi pemangku kepentingan di 

pengembangan koperasi dapat dipelajari (Soetriono et al., 2019), dengan melaksanakan fungsi 
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pembuatan anggota pertemuan tahunan, pengembangan inovasi, kemitraan ekonomi, penguatan 

pembentukan modal, memfasilitasi anggota ke dalam rantai agribisnis, dan perbaikan klaster 

sistem produksi. Menurut Prabowo et.al (2021), peran pemangku kepentingan merupakan 

elemen penting dari keberlanjutan organisasi yang membantu manajemen organisasi memandu 

pemahaman masalah masyarakat dan menghasilkan manfaat untuk mencapai kemakmuran. 

 

Savage dkk. (2011) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan dapat fokus pada hal-hal 

strategis untuk mengembangkan kerjasama dan memperkuat kehidupan sosial. Carroli (1991 

dalam zeho et.al 2020), mengemukakan pembentukan kelompok pemangku kepentingan 

dengan kepentingan atau kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam organisasi. 

Kelompok pemangku kepentingan dapat mempengaruhi organisasi dalam melaksanakan 

kegiatan, merumuskan tujuan, dan arah kebijakan sesuai dengan yang telah disepakati. 

prabowo et al. (2021) menyatakan bahwa stakeholder dapat mengembangkan gagasan untuk 

mengelola organisasi yang dianggap mampu memberikan kekuatan legitimasi dan urgensi 

bagi kepentingan publik. Hubungan kolaboratif ditekankan untuk mempromosikan saling 

pengertian dalam suatu kelompok (Usadolo & Caldwell, 2016) dan pemangku kepentingan 

fokus pada berbagai jenis mekanisme formal daripada satu jenis mekanisme formal untuk 

mengikat pemangku kepentingan (Ozdemir et al., 2019). Program dana desa dialokasikan 

pertama kali pada tahun 2015 oleh pemerintah pusat kurang lebih satu miliar rupiah per 

desa. Besaran nominal anggaran disesuaikan dengan beberapa kondisi seperti jumlah 

penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat hambatan geografis. Selain dari 

pemerintah pusat, desa juga menerima sumber anggaran lain seperti Alokasi Dana Desa 

(ADD) dari pemerintah kabupaten/kota, aset tanah bengkok yang dikelola, atau deviden dari 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  

 

Desa Darungan di Kabupaten Kediri adalah sebuah desa yang juga melaksanakan program-

program dana desa dalam berbagai bidang. Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan 

dalam UU nomor 6 tahun 2014 Salah satunya adalah dalam bidang Kesehatan. Pemerintah Desa 

Darungan sendiri sudah menjalankan program-program yang didanai oleh dana desa pada tahun 

2016 dengan salah satu program focus prioritasnya adalah bidang Kesehatan. Untuk 

mewujudkan hal tersebut diperlukan kelerlibatan pemerintah dalam mewujudkan program-

program Kesehatan yang didanai oleh dana desa agara bisa terimplementasikan dengan baik. 

Stakeholder yang berwenang dalam implementasi program-program bidang Kesehatan di desa 

Darungan ini adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, bidan desa, pemerintah desa , dan 

Masyarakat desa Darungan sendiri. Pendapatan Desa Darungan pada tahun 2023 adalah 

sebesar Rp. 2.586.826.000,- Dengan anggaran keuangan sebesar itu, desa Darungan dituntut 

untuk memastikan mekanisme pengelolaan akuntabilitas untuk menghindari peluang 

terjadinya kecurangan atau pengambilan keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu 

diperlukan penguatan berbagai elemen internal dan eksternal yang ada di desa atau 

pemangku kepentingan untuk memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan 

desa. Kolaborasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah desa diharapkan dapat 

memberikan pembelajaran dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. 

Pada studi pendahuluan, peran kolaborasi stakeholder belum sepenuhnya berfungsi untuk 

mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan identifikasi kerjasama beberapa stakeholder / pemangku kepentingan dalam 

urusan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi 

pemangku kepentingan di desa Darungan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif. Pendekatan ini menganggap 

bahwa masalah penelitian masih belum teridentifikasi atau memerlukan kesesuaian tentang 

masalah yang sedang dipecahkan. Penelitian dilakukan dengan field spot study untuk menggali 

objek penelitian yang menitikberatkan pada peran kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan 

dana desa. Studi ini juga menerapkan pendekatan interaktif dari Miles et al. (2014), dimana 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus hingga 

terpenuhi, sehingga karakteristik data menampilkan poin yang jelas dan memenuhi persyaratan 

validitas (Cropley, 2019). Lokasi penelitian berada di desa Darungan, Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri. Periode data dikumpulkan pada bulan Juli 2023 – Agustus 2023. Peneliti 

menggunakan purposive sampling untuk memilih responden yang berkompeten yang mampu 

menjawab dan menjelaskan setiap temuan. Wawancara dilakukan dengan aparat pemerintah 

desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan pembangunan dan 

perencanaan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa 

 

HASIL 

Salah satu factor kemajuan desa Darungan adalah kebijakan dana desa. Pada tahun 2023, 

keuangan desa menerima pendapatan asli desa (PAD) sebesar 246 juta rupiah, dana desa 1,2 

milyar rupiah bagi hasil pajak dan retribusi 75 juta rupiah, alokasi dana desa (ADD) sebesar 

523 juta rupiah, bantuan keuangan kabupaten/kota 537 juta rupiah, dan pendapatan lain-lain 1,5 

juta rupiah. Aspek Konten Pembangunan Kesehatan dalam Kebijakan Dana Desa; Sumber 

utama pendapatan desa yaitu dari APBD Kabupaten Kediri dan dari APBN melalui dana desa 

yang digulirkan mulai tahun 2015. Dana desa APBN dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Pengelolaan dana desa untuk pembangunan kesehatan di desa Darungan mengacu 

kepada beberapa Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai penetapan prioritas 

penggunaan dana desa. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi ini digunakan sebagai 

acuan dalam perencanaan kegiatan-kegiatan tidak langsung bidang kesehatan, sedangkan 

Keputusan Bupati mengatur tentang penyerahan urusan langsung bidang kesehatan ke desa, 

digunakan sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan langsung bidang kesehatan. 

Pengelolaan dana desa baik APBD maupun APBN sejalan dalam penggunaannya, dan sumber 

dana ini membantu desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. namun untuk dari dana yang berasal dari APBN lebih digunakan untuk focus prioritas 

Pembangunan dan bidang ekonomi. Sedangkan untuk penggunaan dana desa APBD lebih 

fleksibel, program kegiatan yang diusulkan dapat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat desa. 

 

Adapun bentuk focus program pengelolaan dana desa untuk bidang Kesehatan di Desa 

Darungan sendiri pada tahun 2023 adalah untuk penanganan desa bersih narkoba, Kesehatan 

jiwa Masyarakat ,balita stunting, wasting dan ibu KEK untuk bentuk keterlibatannya dalam 

kolaborasi governance yaitu dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, 

pemberian honor untuk para ibu kader, penyediaan fasilitas Posyandu seperti alat ukur balita 

dan timbangan balita. Sementara, untuk keterlibatan masyarakat sendiri dapat terlihat dari 

kehadirannya dalam kegiatan posyandu, meskipun masyarakat tidak cukup aktif. Dari hal di 

atas menunjukkan bahwa proses kolaborasi dengan stakeholders di luar pemerintahan sudah 

berjalan. Hal itu sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat yang menenkankan bahwa 

Pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai stakeholders lintas sektor. Hal itu 

dikarenakan permasalahan Pembangunan Kesehatan desa tidak bisa hanya diselesaikan dari 

sektor kesehatan saja, melainkan juga perlu keterlibatan sektor lainnya. Oleh karena itu, 

collaborative governance dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk menangani masalah 

Pembangunan Kesehatan desa. Proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash merupakan proses 

kolaboratif yang bersifat siklus yang bergantu pada komunikasi, kepercayaan, komitmen, 
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pemahaman dan hasil (Ipan et.al , 2021). Ahli lain mendefinisikan hal serupa bahwa proses 

kolaborasi adalah suatu interaksi yang bersifat siklus atau berulang yang terdiri dari keterlibatan 

berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama (Emerson dkk, 

2011: 10 dalam Ipan et.al 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa pada proses kolaborasi terjadi 

suatu interaksi yang berulang diantara stakeholders terkait yang terlibat dalam penanganan 

masalah Pembangunan kesehatan. 

 

PEMBAHASAN 

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah desa untuk mengembangkan 

kebijakan di tingkat desa secara tepat sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Namun pada 

kenyataan nya kebijakan tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal di karenakan 

pemerintah desa belum memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai terutama 

untuk membuat kebijakan dalam bidang Kesehatan. Pada pelaksanaan dana desa pemerintah 

desa banyak di laporkan karena banyak ditemukan masalah pada pelaksanaan program dana 

desa. hal ini terjadi karena kurangnya akuntabilitas pemerintah desa yang membuat 

pelaksanaan otonomi daerah menjadi tidak efektif dan efisien. (Rozi et al., 2016).Kapasitas 

pemerintah desa merupakan faktor penting dalam mencapai akuntabilitas keuangan desa. 

beberapa penelitian menunjukan ketidakmampuan pemerintah desa dalam melaksanakan 

pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan (Agiastuti & 

Suputra, 2016). Kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa merupakan factor 

yang sangat penting (Kulla et al., 2018; Wakerkwa, 2016). Rubaini (2019) mengatakan bahwa 

dalam pemanfaatan dana desa untuk kesehatan tidak terdapat target yang ingin capai 

dikarenakan kurangnya regulasi yang mengatur tentang porsi atau alokasi dari anggaran dana 

desa yang dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Suarsih, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa kurangnya regulasi yang tepat dalam 

pengalokasian anggaran desa untuk pembangunan kesehatan sehingga menyebabkan 

kurangnya kegiatan pembangunan kesehatan.  

 

Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat Kerjasama antar stakeholder yang masih kurang 

maksimal dalam pengelolaan dana desa dibidang Kesehatan di desa Darungan. Kolaborasi 

antara pemerintah desa dengan kabupaten, provinsi dan instansi pemerintah lainnya 

menemukan titik kelemahan pada bidang pengawasan dan koordinasi dan pelaporan. Selama 

proyek atau program kegiatan berlangusng yang seharusnya memberikan pelaporan adalah 

pelaksana lapangan namun masih didapati yang melakukan pertanggungjawaban tersebut 

adalah sekretaris dan bendahara desa. pemerintah desa ingin bekerja secara akuntabel dalam 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangannya tanpa melakukan kesalahan. Aparat desa 

berusaha menjalankan SOP dengan baik, namun seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan Ketika dilapangan. Oleh karena itu pemerintah desa perlu mempertimbangkan 

untuk melibatkan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan otonomi desa, khususnya dalam 

pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa Darungan telah berusaha melibatkan 

Masyarakat dalam proses perencanaan program kegiatan Dana Desa melalui musrenbangdes. 

Proses pelibatan Masyarakat ini juga mengarahkan Masyarakat untuk berperan aktif dalam 

proses tersebut dan meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan desa 

untuk kepentingan Bersama. Namun keterlibatan Masyarakat belum mampu memenuhi 

kebutuhan Pembangunan Kesehatan desa. Terbatasnya keterlibatan stakeholder menyebabkan 

proses akuntabilitas tidak berjalan dengan lancar. Pelibatab stakeholder eksternal yang lebih 

luas harus segera dilaksanakan agar bisa membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya untuk menjadikan desa Darungan menjadi Desa Mandiri. Desa dituntut memiliki 

kemampuan dan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya desanya dengan 

baik. (Pua et al., 2021) Berdasarkan kenyataan di desa selama ini belum sepenuhnya 
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dilaksanakan kolaborasi dengan pihak eksternal oleh pemerintah desa. Stakeholder dapat 

berkolaborasi untuk membantu kebutuhan pemerintah desa, misalnya dalam bimbingan 

teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah desa dapat 

melibatkan peran penyuluh untuk memperluas wawasan pembangunan Kesehatan desa, 

melatih penguatan kelompok, atau memanfaatkan teknologi informasi untuk pembangunan 

Kesehatan desa (zeho et al., 2023) atau meningkatkan kapasitas kewirausahaan dalam 

pengelolaan UKS desa (Umar et al., 2020). 

 

Kolaborasi di Desa Darungan belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut (Overseas 

Development Administration, 1995 dalam Zeho, 2020), ada tiga kategori pemangku 

kepentingan. Pertama adalah keberadaan stakeholder pertama. Partisipasi dan fungsi yang 

dilakukan oleh pengelola program dan pihak-pihak yang terkena dampak kegiatan 

program. Di Desa Darungan, stakeholder ini adalah aparatur pemerintah desa, tim 

pengelola kegiatan (TPK), dan masyarakat. Kedua, adanya stakeholder pendukung. Mereka 

adalah universitas, sektor swasta, LSM, atau lembaga pemerintah lainnya dalam hal ini 

dibidang Kesehatan adalah bidan desa, puskesmas dan dinas Kesehatan kabupaten kediri. 

Peran mereka belum sepenuhnya berfungsi dalam mendukung pengelolaan dana desa di 

desa  Darungan. Ketiganya adalah stakeholder utama. Merekalah yang memiliki 

kewenangan dalam pengaturan, legislasi atau pengawasan. Peran ini dilakukan oleh badan 

permusyawaratan desa atau forum pertemuan masyarakat. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan kolaboratif stakeholder di desa Darungan dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Stakeholder yang terlibat dalam kerjasama dengan 

pemerintah desa Darungan perlu memiliki kontribusi melalui ketersediaan sumber daya, 

mekanisme pengaturan organisasi dan kelembagaan. Komunikasi antar stakeholder perlu 

dibangun untuk menciptakan kolaborasi yang efektif. Ruang lingkup kolaborasi pemangku 

kepentingan meliputi jangkauan koordinasi antara pemerintah desa, kabupaten, dan bupati atau 

dengan lembaga pemerintah lainnya agar perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa 

dapat terlaksana dengan baik. Kolaborasi stakeholder memainkan peran positif dalam 

mewujudkan akuntabilitas desa dalam pengelolaan dana desa khususnya dibidang kesehatan. 

Peran ini juga memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi 

kegiatan program, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa.  
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